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INTISARI 

Ketentuan pasal 19 ayat 1 dan 2, UU No. 5/1960 meletakkan dasar dalam memberikan 
kepastian hukum mengenai subyek, obyek dan status tanah. Perangkat untuk itu adalah PP 
24/1997 tentang pendaftaran tanah, khususnya ketentuan pasal 3 huruf C, yang menyatakan 
bahwa pendaftaran dan pembebanan hak atas tanah menggunakan Akta otentik yang dibuat oleh 
PPAT selaku pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu sesuai ketentuan PP 37/1998. 
Komparisi merupakan bagian penting dari suatu Akta otentik yang menguraikan secara rinci 
mengenai  identitas dan kewenangan bertindak para pihak. Hal ini  menghindari pelanggaran 
asas nemo plus juris transfere potest quam ipse habel,   mengenai peralihan hak atas tanah 
terhadap harta bersama dan atau menyangkaut harta asal. Ketentuan mengenai harta bersama 
dapat kita lihat di dalam UU No. 1/1974, ketentuan pasal (35) (36), Ketentuan pasal 85, 
Kompilasi Hukum Islam.  

Batasan masalah menguraikan tentang Pengertaian PPAT dan ruang lingkup tugas dan 
kewenangannya, UU No 1/1974 tentang perkawinan, khususnya ketentuan pasal (35) (36), 
ketentuan pasal 570 KUHPerdata. Tujuan penelitian adalah melihat sejauh mana PPAT 
menerapkan penulisan komparisi dalam peralihan hak atas tanah mengenai harta bersama untuk 
menghindari pelanggaran asas nemo plus yuris transfere potest quam ipse habel. Tujuan 
penelitian adalah memberikan sumbangan pemikiran kepada PPAT, Kantor Pertanahan dan 
Organisasi Profesi PPAT bagaimana menformulasikan bentuk komparisi Akta dalam peralihan 
hak atas tanah khususnya harta bersama. Landasan teori yang digunakan adalah adalah teori 
kepastian hukum dari Gustav Radbruch, teori kemanfaatan hukum oleh John Stuart Mill dan 
Jeremy Betham          

Kesimpulan dari penelitian adalah, PPAT dalam menuangkan komparisi dalam peralihan 
hak atas tanah terhadap harta bersama dengan memperhatikan secara cermat bukti formil yang 
ada, mencocokan fakta fakta yang ada dan meminta keterangan secara detail kepada para pihak, 
kemudian menuangkan secara benar, jelas dan detail kehendak para pihak tersebuat dalam 
komparisi, kemudian membacakan Akta tersebut secara jelas dan benar kepada para pihak 

Kata kata kunci : komparisi, kepasatian hukum, pendaftaran tanah         

 

 



ABSTRACT 

 

Section 19 article 1 and 2,  UU No. 5/1960 put basis in giving policy about subject, object 
and land status. The instrument for it is PP 24/1997 about land registration, especially provision 
paragraph 3 letter C, which said that registration and imposition of land rights must be using 
authentic deed that made by PPAT as official that have authority to do it as said in provision PP 
37/1998. Komparisi a vital part from an authentic deed which expanding about identity and 
authority from act of the involved parties. This thing is avoiding violation of nemo plus yuris 
tranfere potest quam ipse habel principle, especially about transition of land rights to communal 
property and or related to origin property. Provision in compilation of Islam Law, notably in 
section 85. 

The constraint of issue expanding about the PPAT understanding and range of duty and 
authority, UU no 1/1974 about marriage, notably provision section (35) (36), provision section 
570 KUH Perdata. The aim of the research is to know how far PPAT applying the komparisi 
process of writing in shift of land rights concerning to communal property to avoid violation of 
nemo plus yuris transfere potest quam habel principle. The purpose of this study is to contribute 
ideas for PPAT, the Land Office and Professional Organization PPAT how to define a form 
komparisi deed in the turnover of land rights in particular joint property. The cornerstone of the 
theory used is the theory of legal certainty by Gustav Radbruch, the benefit of legal theory by 
JohnStuartMillandJeremyBentham. 
 

The conclusion from the research is, PPAT in filling komparisi in land rights shift to 
communal property by precise observing formal evidence, matching with fact and ask detail 
explanation from each parties then write it faithfully, explicit, and detail to every parties in 
Komparisi then read the deeds with clear and correctly to every parties. 

 

Keywords : komparisi, legal certainty, transitional Rights 
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